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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Dari analisa permasalahan tersebut di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Komunikasi merupakan intraksi timbal balik antara pemerintah desa dengan 

masyarakat terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang 

bersentuhan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang 

dilakukan dengan baik. 

2. Peraturan dan petunjuk teknis merpakan dasar acuan yang dijadikan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintaha terkait dengan 

Kartu Indonesia Sehat (KIS).  

3. Penerapan prosedur kerja yang jelas, sistematis dan terjadwal merupakan 

sebuah kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fumgsi pemerintah desa yang 

bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran masyarakat penerima Kartu 

Indonesia Sehat (KIS). 

5.2. SARAN 

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran 

sebagai berikut untuk diperhatikan: 

1. Sangat dibutukan dan ditingkatkan adanya komunikasi yang baik oleh 

pemerintah desa dengan masyarakat terutama yang bersentuhan langsung 
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dengan urusan-urusan pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat yang 

terdapat di desa Haitimuk . 

2. Kedepan sangat dibutukan untuk memperhatikan aturan dan petunjuk teknis 

dalam penentuan kelompok sasaran masyarakat penerima Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) agar dilasanakan dengan lebih baik lagi. 

3. Perlu ditingkatkan penerapan prosedur kerja yang jelas, sistematis dan 

terjadwal di desa Haitimuk dalam kaitanya dengan kelompok sasaran 

masyarakat penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). 
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